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ABSTRACT

The objectives of regional autonomy are to further improve welfare and service
to the community, develop democracy, justice and equity, and maintain
harmonious relations between the central and regional governments. In order
to carry out these services, funding is needed. PAD aims to provide flexibility
to regions in optimizing their own funding potential in the implementation of
regional autonomy as an embodiment and principle of decentralization.
Development aims to achieve community prosperity through economic growth.
Economic growth is the output generated from various sectors that provide an
overview of how progress or setbacks have been achieved in the economic
sector in a certain period. Regional Original Income has a positive effect on
economic growth although the magnitude of the influence of Regional Original
Income on economic growth in this study is relatively small. This shows that
there are other factors that influence economic growth. Therefore, economic
growth is important information that needs to get the government's attention
in an effort to increase economic growth.
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PENDAHULUAN

Dengan diberlakukannya UU No. 22 Tahun 2009 tentang Pemerintah
Daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Daerah, yang telah dirubah menjadi UU No. 32
Tahun2004 dan UU No. 33 Tahun 2004. Pemberlakuan kedua undang —
undang tersebut maka pemerintah daerah dalam melaksanakan
pembangunan di daerahnya mempunyai wewenang untuk menentukan
arah pembangunan di daerahnya masing- masing. Dengan terjadinya
perubahan pola pengelolaan keuangan antara pemerintah pusat dan
daerah dari sentralisasi menjadi desentralisasi menyebabkan pemerintah
daerah berubah menjadi daerah otonom. Meskipun telah terjadi
pelimpahan kewenangan kepada daerah otonom, pemerintah pusat tetap
berkewajiban untuk melakukan kontrol atas pertumbuhan dan
kesejahteraan daerah yang secara agregat berpengaruh kepada
perekonomian nasional. Pendapatan Asli Daerah (PAD) sendiri merupakan
pencerminan kemandirian dari suatu daerah dalam memenuhi kebutuhan
dan mensejahterahkan masyarakat daerahnya. Pendapatan asli daerah
biasanya diperoleh dari adanya pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya
asli yang telah dimiliki daerah tersebut. Setiap daerah pasti memiliki
pendapatan asli daerah yang berbeda-beda. Daerah yang kaya akan
sumber daya alam dan maju dibidang industri cenderung memiliki
pendapatan daerah yang tinggi dibandingkan dengan daerah yang tertinggal.
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Dalam pemilihan data menggunakan rentang data yang lebih panjang
dan data yang terbaru agar generalisasinya lebih baik. Selain itu,
sebaiknya diupayakan untuk memperluas sampel dan daerah penelitian
agar generalisasinya lebih baik lagi.
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